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ABSTRAK: bahwa untuk melaksankaan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Keputusan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 

Undang-Undang; 

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang 

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020. 

DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI 

RAWAS  

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959tentag Penetapan Undang-Undang darurat 

Nomor 04 Tahun 195. Undang-Undang darurat No.5 Tahun 1956 dan Undang-

Undang darurat Nomor 06 Tahhun 1956 tentang pembentukkan daerah tingkat II 

termasuk kota Praja dalam lingkungan daerah I Sumatera Selatan, sebagai Undang-

Undang yabg wilayahnya telah dikurangi kota lubuk linggaw berdasarkan Undang-

Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang pembentukkan kota Lubuklinggau di 

Sumatera Selatan yang merupakan Kabupaten asal Musi Rawas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Keputusan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Noor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 

dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Keputusan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 

jdih.kpu.go.id/sumsel/



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahu 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 

Tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretaruar Jendral Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota ; 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, 

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikoya.  

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS 

NOMOR: 437/HK.03.1-KPT/1605/KPU-KAB/X/2019 

Menetapkan pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.  

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari 

terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; 

- 3 Lampiran. 
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